53

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN APBD KOTA TERNATE 

TAHUN ANGGARAN 2006
TANGGAL 18 MEI 2007
[image: image1.png]



Bissmilahiramanirahim.
Assalamu’alaikum Wr.Wb.


Saudara Ketua, Para Wakil Ketua Serta Anggota Dewan yang terhormat, hadirin dan undangan yang berbahagia.

Dengan diliputi rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT, setelah kurang lebih satu setengah bulan tepatnya pada tanggal 30 Maret 2007, Saya menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2006, maka pada hari ini, bertepatan dengan Rapat Paripurna Ke – 2 Masa Persidangan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate, Saya kembali hadir diatas mimbar rakyat yang terhormat ini, dalam rangka menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2006, sebagai konsekuensi dari amanah rakyat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. 


Berkenan dengan itu, mendahului penyampaian laporan, ini saya mengajak kepada kita sekalian untuk senantiasa menaikkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang karena atas dorongan, kekuatan dan limpahan rahmat dan nikmat-Nya, kita selalu dapat melaksanakan agenda-agenda konstitusional bersama sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, 
Sidang Dewan Yang Terhormat.
BAB I.   PENDAHULUAN

1.1. 
U M U M 


Sebagaimana kita ketahui, dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab konstitusional sesuai prosedur dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 184 ayat (1) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 


Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 36 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 batas waktu 6 (enam) bulan untuk penyampaian Ranperda mengenai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD mulai berlaku sejak APBD tahun 2006 dan dilaksanakan pada tahun 2007. Sedangkan subtansi dari Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Kepala Daerah sesuai pasal 81 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi :  
1. Laporan Perhitungan APBD

2. Nota Perhitungan APBD

3. Laporan Aliran Kas, dan 

4. Neraca Daerah 

Dari 4 (empat) subtansi penting tersebut, maka dapat disimpulkan, bahwa Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada esensinya, merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRD dan masyarakat, sekaligus merupakan wahana evaluasi, penilaian dan perbaikan kinerja pemerintahan 1 (satu) tahun anggaran.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, 

Sidang Dewan Yang Terhormat.

Membahas dan mengevaluasi kinerja Laporan Pertanggungjawaban suatu kebijakan tentunya tidak lengkap bila tidak disertai dengan indikator-indikator yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan, seperti kondisi sosial dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu mengawali penyampaian laporan ini, perkenan Saya menyampaikan deskripsi pertumbuhan ekonomi dan evaluasi kondisi sosial selama satu tahun terakhir ini sebagai berikut :
A. 
Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari indikator kinerja ekonomi makro yang menjadi rujukan terhadap pengukuran kinerja, terutama dalam bidang ekonomi pada suatu daerah/wilayah. Walaupun Paradigma pembangunan saat ini yang lebih memfokuskan pada pembangunan manusia, namun dengan memadukan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dianggap merupakan suatu konsep yang lebih komprehensif.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia secara empiris tidak bersifat otomatis, dalam artian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu diikuti dengan pencapaian pembangunan manusia yang memadai. Namun pada sisi lain dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai penting bagi pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana bagi pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja.

Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tersebut, maka pada tahun 2006  Pemerintah Kota Ternate telah melakukan perancangan kebijakan pembangunan, melalui pemberian prioritas dan alokasi sumber daya pembangunan yang seimbang, untuk pembangunan manusia, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan. Penjabarannya melalui kebijakan pengeluaran pembangunan pemerintah Kota Ternate dengan pemberian prioritas pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Investasi merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi, yang mempunyai keterkaitan dengan kelangsungan kegiatan ekonomi di masa mendatang. Investasi juga memberi dampak terhadap jumlah uang beredar. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2006 jumlah uang beredar di Kota Ternate sebesar                              Rp. 1.496.000.000.000,- meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1.394.055.000.000,- atau 7,31%.
Kondisi ini mengindikasikan adanya korelasi antara besarnya investasi yang tanamkan dengan jumlah uang beredar.  

Dengan adanya investasi dalam waktu yang panjang, akumulasi investasi dapat mendorong perkembangan berbagai aktivitas ekonomi di Kota Ternate, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang secara langsung juga diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.

Terjadinya peningkatan investasi baik oleh pemerintah maupun swasta selama tahun 2006, memberi andil bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate terutama pada sektor yang dalam beberapa tahun terakhir memberikan kontribusi terbesar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ternate yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kondisi ini tidak terlepas dari stabilnya perekonomian nasional yang memberi dampak pada makin stabilnya kondisi perekonomian Kota Ternate, maka pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kota Ternate mampu tumbuh sebesar 6,99 persen.

Jika dilihat persektor, urutan pemberi kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB Kota Ternate adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang memberikan kontribusi sebesar 31,71 %, dalam tiga tahun terakhir sektor ini memberikan kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB. Sektor ini mampu tumbuh sebesar 7,91%. Bertambahnya fasilitas perdagangan serta bertambahnya jumlah hotel/penginapan yang secara langsung berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel, dan juga beroperasinya restoran/rumah makan baru, memberi andil terhadap pertumbuhan sektor ini.

Sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB adalah sektor Jasa-jasa, dengan kontribusi sebesar 20,66%. Sektor ini pada tahun 2006 mampu tumbuh sebesar 7,38%. Pertumbuhan sektor ini tidak terlepas dari peningkatan pertumbuhan subsektor Jasa swasta sebesar 14,15%.

Kontribusi terbesar ketiga adalah dari sektor Pengangkutan dan Komunikasi, yang memberikan kontribusi sebesar 15,44%. Sektor ini pada tahun 2006 mampu tumbuh sebesar 9,12%.

Selain pertumbuhan ekonomi indikator makro ekonomi lainnya adalah inflasi. Selama tahun 2006 menunjukkan angka yang relatif baik. Laju inflasi Kota Ternate selama tahun 2006 sebesar 5,12%, angka ini lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 6,60%. Indikasi dari hal tersebut menunjukkan adanya kestabilan harga yang disebabkan ketersediaan barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat Kota Ternate relatif tersedia.
Dari gambaran kondisi ekonomi Kota Ternate selama tahun 2006, dengan asumsi adanya peningkatan investasi pada berbagai sektor, yang didukung dengan kemudahan akses lembaga perbankan dan kemudahan birokrasi. Maka dapat diprediksikan untuk tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dapat tumbuh sebesar 8,35 persen atau 1,14 persen.

B. 
Evaluasi Kondisi Sosial – Politik 
Kondisi sosial–politik merupakan salah satu indikator penting bagi sebuah keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Kondisi dan perkembangan sosial-politik masyarakat Kota Ternate saat ini dirasakan semakin kondusif. Indikasi ini dapat dilihat dari iklim kehidupan demokrasi yang terus tumbuh dinamis, disertai dengan mobilitas pers dan media massa yang semakin transparan serta tingkat kesadaran dan pendidikan politik masyarakat yang semakin baik. Hal ini tentunya akan memperkuat terwujudnya Civil Society dan Good Governance.

Kondisi sosial lainnya terkait dengan pertumbuhan penduduk Kota Ternate pada akhir tahun 2006 telah mencapai sebesar 170.788 jiwa, bila dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 163.165 jiwa atau terjadi pertumbuhan       4,67 %. Kenaikan ini sebagai konsekuensi logis posisi Ternate yang masih sebagai Ibu Kota sementara Pemerintah Propinsi dan pintu gerbang Maluku Utara, dimana semua akses informasi dan komunikasi, jasa dan perdagangan masih berpusat di Kota Ternate. Hal ini juga menyebabkan terjadinya ketidak-seimbangan dalam penyebaran penduduk di daerah ini, jumlah penduduk dan ruang kota yang tidak berimbang ini memberikan ekses sosial berupa semakin ketatnya kompetisi di bidang lapangan kerja serta meningkatnya jumlah pengangguran, yang cenderung berimbas pada meningkatnya entensitas tindakan kriminalitas, namun secara umum kondisi Kamtibmas sangat kondusif.
Salah satu indikator penting dalam konteks evaluasi kondisi sosial ekonomi adalah meningkatnya jumlah Jamaah Haji Kota Ternate, dimana dalam tahun 2006 sebesar 292 jamaah haji yang diberangkatkan, itupun terdapat jumlah calon jemaah haji yang masuk dalam daftar tunggu dan belum dapat diberangkatkan karena dibatasi oleh kuota, sebesar 195 calon jamaah haji, begitu pula untuk tahun 2007 jumlah calon jemaah haji yang telah mendaftarkan diri sampai pada bulan April sebanyak 608 jamaah dari kuota sementara sebesar 292 jamaah, hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, serta peningkatan kesadaran dalam kehidupan beragama.

Potret dan refleksi kondisi sosial-politik yang semakin mantap haruslah direspons dengan langkah-langkah kebijakan yang konstruktif agar suasana yang kondusif dapat dipertahankan. 

1.2. 
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN NOTA PERHITUNGAN    A P B D 
Adapun maksud dan tujuan penyusunan perhitungan APBD sebagai berikut : 

a. Untuk memenuhi kewajiban Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah wajib menyampaikan Pertanggungjawaban akhir tahun kepada DPRD yang merupakan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD. 

b. Dalam rangka mewujudkan tuntutan penyelenggaraan Pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabilitas. 

1.3.
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN NOTA PERHITUNGAN    A P B D 

Penyusunan Nota Perhitungan APBD mengacu pada landasan hukum sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan Pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD. 

d. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 5 Tahun 2006 tentang Penetapan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2006. 
1.4. 
SISTIMATIKA PENULISAN NOTA PERHITUNGAN APBD 

Sistimatika penulisan Nota perhitungan APBD disusun sebagai  berikut : 

Bab I
PENDAHULUAN 
1.1. Umum 

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Perhitungan APBD 

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Nota Perhitungan APBD 

1.4. Sistematika Penulisan Nota Perhitungan APBD 

Bab II 
KINERJA KEUANGAN DAERAH 
2.1. Arah dan kebijakan Umum APBD 

2.2. Strategi dan Prioritas APBD 

2.3. Rencana Program / Kegiatan dan Target Kinerja 

2.4. Pelaksanaan Program / Kegiatan dan Pencapaian Kinerja 

Bab III
RINGKASAN REALISASI APBD 

3.1. Realisasi Pendapatan Daerah 

3.2. Realisasi Belanja Daerah 

3.3. Realisasi Pembiayaan

Bab IV 
PENUTUP
BAB II.   KINERJA KEUANGAN DAERAH
2.1. 
ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM  APBD 


Dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta usulan program/kegiatan prioritas SKPD yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006, maka telah diperoleh hasil kesepakatan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Arah dan Kebijakan Umum APBD Kota Ternate Tahun 2006 merupakan implementasi dari 5 (lima) Panca Program Prioritas sebagai berikut : 

· Pemberdayaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

· Peningkatan Kualitas SDM dan Kualitas Keberagamaan

· Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

· Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Strategis

· Perencanaan dan Pembangunan Kota Baru

2.2. 
STRATEGI DAN PRIORITAS APBD 

a.
Strategi dan Prioritas Pendapatan Daerah


Strategi dan prioritas pendapatan pada tahun 2006 ditetapkan sebagai berikut : 

1. Melaksanakan Insentifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan penekanan kepada beberapa jenis Pajak dan Retribusi yang dianggap potensi dalam memberikan kontribusi  terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Aparat Pengelola Pendapatan Daerah dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pembelajaran terhadap masalah-masalah Pendapatan dan Keuangan Daerah. 

3. Melaksanakan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru. 

4. Melaksanakan Sosialisasi Sadar Pajak melalui berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi Daerah.   

5. Menjadikan Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan. 

b.
Strategi dan Prioritas Belanja Daerah

Dengan mengacu pada arah dan kebijakan umum belanja daerah, maka kebijakan umum keuangan daerah diarahkan pada prioritas belanja publik lebih besar dari belanja aparatur dengan sasaran utama pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat di Bidang Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur serta peningkatan Sektor Potensial Bidang Perikanan, jasa dan perdagangan, usaha kecil dan menengah dalam rangka penguatan potensi ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat. 
2.3.
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN DAN TARGET KINERJA 



Untuk mencapai Arah Dan Kebijakan Umum APBD tersebut diatas, dan dengan mempertimbangkan skala kebutuhan riil serta kemampuan pendapatan daerah maka rencana program/kegiatan dan target kinerja dalam APBD 2006 yang merupakan penjabaran dari Arah Kebijakan Umum sesuai bidang kewenangan, meliputi :

1.
Bidang Umum Pemerintahan 

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan formal serta diklat struktural dan diklat teknis fungsional

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pelayanan publik

3. Peningkatan kualitas perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan

4. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

5. Peningkatan pendapatan dengan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi melalui perbaikan manajemen pengelolaan pendapatan daerah      

6. Tertib pengelolaan administrasi keuangan 

7. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta optimalisasi penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sesuai kebutuhan daerah 

8. Meningkatkan L’esprit de corps
9. Pemberdayaan peran kaum perempuan 

10. Penguatan kelembagaan kecamatan dan kelurahan yang disertai dengan pendistribusian kewenangan dalam rangka optimalisasi peningkatan pelayanan 

2.
Bidang Pertanian 

1. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dan kehutanan 

2. Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan pertanian

3. Peningkatan dan pengembangan agribisnis pertanian 

4. Peningkatan produksi peternakan dan kualitas hasil ternak

3.
Bidang Perikanan dan Kelautan 

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perikanan

2. Peningkatan, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat pesisir

3. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan 

4.
Bidang Perindustrian dan Perdagangan 

1. 
Pengembangan industri kecil dan menengah

2.
Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan

3.
Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta menjalin akses investasi bersama Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara 

4.
Pengembangan ekspor komoditi lokal

5.
Bidang Perkoperasian 

1.
Penguatan modal usaha koperasi dan UKM 

2.
Peningkatan sarana pelayanan koperasi

3.
Pemberdayaan organisasi dan kelembagaan koperasi 

6.
Bidang Ketenagakerjaan dan Sosial

1.
Peningkatan ketrampilan tenaga kerja produktif

2.
Peningkatan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial 

3.
Pemberian bantuan alat pertukangan dan perbengkelan bagi usaha kecil yang mampu menyerap tenaga kerja

4.
Penanggulangan penyakit sosial (PSK, narkoba dan minuman keras)

5.
Penanggulangan bencana sosial

7.
Bidang Kesehatan 

1.
Peningkatan dan pemeliharaan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan tenaga kesehatan secara berkelanjutan 

2.
Peningkatan ketersediaan sarana prasarana dan dukungan logistik pada sarana pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan dimanfaatkan untuk masyarakat 

3.
Peningkatan kualitas gizi masyarakat, terutama untuk keluarga rentan 

4.
Peningkatan upaya penanggulangan penyakit

5.
Penyehatan kualitas lingkungan pemukiman 

6.
Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin

8. 
Bidang Pendidikan

1.
Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar, menengah dan kejuruan (Dikdasmen) serta bantuan bagi perguruan tinggi

2.
Peningkatan kreativitas guru dan siswa melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan formal

3.
Penataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan agama

4.
Peningkatan pendidikan luar sekolah, generasi muda dan olah raga

5.
Pelestarian dan pengembangan budaya bahasa daerah
9.
Bidang Penataan Ruang

1.
Ketersediaan dokumen rencanan penataan ruang kota

2.
Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian penataan ruang kota

3.
Optimalisasi penertiban dan pengelolaan izin mendirikan bangunan 

4.
Peningkatan penataan ruang terbuka hijau (RTH) dan dekorasi kota

10.
Bidang Pekerjaan Umum

1.
Penataan jalan-jalan utama dan perluasan jaringan jalan guna mendukung pemukiman yang baik
 

2.
Penataan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan

3.
Penyediaan sarana dan prasarana pemukiman dan penyehatan lingkungan pemukiman 

4.
Peningkatan pelayanan dan sarana prasarana air bersih

5.
Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan di bidang pekerjaan umum 

11.
Bidang Pertambangan dan Energi

1.
Peningkatan dan perluasan pelayanan listrik perkotaan

2.
Optimalisasi pelayanan dan penataan penerangan jalan umum (PJU) 

3.
Peningkatan kemitraan kerjasama dengan PLN
12.
Bidang Perhubungan

1.
Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

2.
Pengembangan sumber daya aparatur melalui pelatihan teknis fungsional bidang perhubungan 

3.
Penataan, peningkatan dan pengawasan fasilitas jaringan transportasi lokal   

13.
Bidang Lingkungan Hidup

1.
Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup

2.
Penataan dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan konservasi sumber daya air

3.
Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap lingkungan

14.
Bidang Kependudukan 
1.
Pemantauan dan penertiban administrasi kependudukan dalam kerangka sistem informasi adminsitrasi kependudukan

2.
Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat terdapat pencatatan sipil

3.
Peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga, melalui pemberdayaan ekonomi mikro dan pembinaan ketahanan keluarga

4.
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan produksi 

5.
Peningkatan kualitas pelayanan produk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

15.
Bidang Agama

1.
Penataan sarana pendidikan agama

2.
Peningkatan kualitas keberagamaan 

3.
Peningkatan kualitas iman dan taqwa 


4.
Peningkatan kualitas pendidikan agama

5.
Pembinaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga sosial yang bernuansa keagamaan 

6.
Peningkatan pelayanan kehidupan beragama

7.
Bantuan sarana dan prasarana keagamaan 

8.
Pelestarian seni dan budaya keagamaan

9.
Pembinaan kerukunan antar umat beragama 

16.
Bidang Kepariwisataan

1.
Pembangunan dan pengembangan sarana dan fasilitas obyek wisata serta usaha jasa wisata

2.
Pengembangan promosi dan informasi kepariwisataan 

3.
Bimbingan dan penyuluhan kepariwisataan

4. 
Peningkatan sumber daya pemandu wisata dan pemantapan komponen infrastruktur pariwisata (peningkatan kualitas pelayanan hotel dan penginapan)

17. 
Bidang Khusus 

1.
Penataan Kawasan Strategis 

a. 
Pembangunan Masjid Raya tahap IV  

b.
Ketersediaan infrastruktur pada tapak satu dan tiga penataan kawasan pantai

c.
Tertatanya kawasan pantai sebagai kawasan sentra ekonomi yang memadai

d.
Penyusunan rencana detail penataan ruang untuk setiap kawasan strategis

2.
Perencanaan Pembangunan Kota Baru 

a. Survey perencanaan dan pengembangan kawasan kota baru 

b.
Penyusunan dokumen master planning pembangunan kota baru yang didukung dengan dokumen rencana penataan ruang   

3.
Pengawasan Pembangunan 

a.
Peningkatan kualitas pengawasan 

b.
Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah

c.
Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pengawasan 
2.4.
PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN DAN PENCAPAIAN KINERJA 
Dengan mengacu pada Arah dan Kebijakan Umum APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2006 yang menggariskan 5 kebijakan prioritas maka penjabaran lebih lanjut pada setiap komponen tersebut tercermin melalui program dan kegiatan pada masing-masing bidang kewenangan dalam RAPBD Kota Ternate dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud sampai dengan akhir tahun 2006, sebagai berikut :
I.  
Pemberdayaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik   

Kebijakan komponen ini tercermin melalui bidang program yang diarahkan untuk Peningkatan Pemberdayaan Birokrasi dan Pelayaan Publik. 

Alokasi anggaran untuk komponen ini dalam tahun 2006 sebesar Rp. 196.184.142.420,- realisasi sampai akhir tahun   95,05 %, yang meliputi bidang sebagai berikut : 

1.
Bidang Administrasi Umum Pemerintahan 

Pelaksanaan alokasi anggaran untuk Bidang ini  dalam APBD 2006 Rp. 98.815.737.773,- meliputi program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara, penataan kelembagaan, dan pengembangan SDM aparatur. Pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai, tertatanya kelembagaan sesuai kebutuhan serta meningkatnya kinerja aparatur. Realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2006 mencapai 94,04 %.

2.
Bidang Tenaga Kerja dan Sosial 

Pelaksanaan program bidang ini dalam APBD 2006 dengan alokasi anggaran Rp. 2.072.310.159,- meliputi bantuan berupa pengadaan peralatan kerja kepada 30 kelompok usaha kecil, peningkatan ketrampilan tenaga kerja karang taruna, padat karya produktif, serta pengembangan motivasi usaha dan bantuan tenaga terdidik, bantuan pasca kerusuhan dan pelayanan rehabilitasi penyandang cacat. Pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu meningkatnya ketrampilan kerja generasi muda dan terwujudnya motivasi usaha, serta meningkatnya kesejahteraan dan pelayanan bagi penyandang cacat. Realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2006 mencapai 95,71 %.

3.    Bidang Kesehatan 

Pelaksanaan program bidang ini dalam APBD 2006 dengan alokasi anggaran Rp. 16.979.923.518,- meliputi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) seperti Malaria, DBD dan Gizi. Pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya angka penderita malaria dan DBD serta meningkatnya status gizi masyarakat. Realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2006 mencapai 91,57 %.

4.
Bidang Pendidikan 

Pelaksanaan Program Bidang ini dalam APBD 2006 dengan alokasi anggaran Rp. 74.481.255.352,- meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu meningkatnya kualitas dan mutu pendidikan dan terbukanya kesempatan yang merata bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan yang layak. Realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2006 mencapai  94,47 %.

5.
Bidang Kependudukan 

Pelaksanaan program bidang ini dalam APBD 2006 dengan alokasi anggaran Rp. 2.358.955.618,- meliputi penataan dan peningkatan kualitas pelayanan dibidang kependudukan dan peningkatan keluarga berencana. Pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu terpenuhinya kebutuhan pelayanan di bidang kependudukan yang lebih optimal serta meningkatnya kualitas keluarga khususnya gizi bagi ibu dan anak. Realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2006 mencapai 95,44 %.

6.
Bidang Olah Raga 

Pelaksanaan Program Bidang ini dalam APBD 2006 dengan alokasi anggaran Rp. 1.475.960.000,- meliputi peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan, peningkatan pembangunan sarana prasarana olah raga dan pembinaan cabang olah raga berprestasi di tingkat daerah. Pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu tersedianya sumber daya manusia yang handal di bidang keolahragaan, tersedianya sarana olah raga yang representatif sehingga bisa menciptakan atlet-atlet yang berprestasi. Realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2006 mencapai 99,10 %.

II.
Peningkatan Kualitas SDM dan Kualitas Keberagamaan

Kebijakan program ini diarahkan untuk pembinaan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas keagamaan.

Alokasi anggaran untuk komponen ini dalam tahun 2006 sebesar Rp. 2.556.500.000,- realisasi sampai akhir tahun 100 %, yang meliputi program sebagai berikut : 

1.
Program Bantuan Sarana Prasarana Keagamaan
Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- realisasi sampai akhir tahun 100 %.
2.
Program Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.056.500.000,- realisasi sampai akhir tahun 100 %.
III.
Peningkatan Produktivitas Ekonomi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Kebijakan program ini diarahkan untuk penguatan dan pemanfaatan potensi ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan masyarakat. 
Alokasi anggaran yang dialokasikan untuk komponen ini dalam tahun 2006 sebesar Rp. 14.435.069.015,- realisasi sampai akhir tahun 97,02 %, yang meliputi bidang sebagai berikut : 

1.
Bidang Pertanian 

Pelaksanaan program bidang ini dalam APBD 2006 dengan alokasi anggaran Rp. 5.870.209.303,- meliputi pengembangan agribisnis hortikultura, pertanian rakyat terpadu dan peningkatan usaha pertanian serta pengembangan agribisnis peternakan dan pembibitan ayam ras petelur. Pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu meningkatnya pendapatan petani, tersedianya komoditas unggulan pertanian secara lebih optimal dan terpenuhinya produksi peternakan khususnya telur ayam ras, yang sampai minggu kedua bulan Mei tahun 2007 telah mencapai produksi 10.544 butir. Realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2006 mencapai 98,22 %.

2.
Bidang Perikanan dan Kelautan

Pelaksanaan program bidang ini dalam APBD 2006 dengan alokasi anggaran Rp. 5.963.113.162,- meliputi pengembangan sumber daya perikanan dan peningkatan  sarana dan prasarana perikanan. Pencapaian kinerja yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan nelayan, terkelolanya sumber-sumber kelautan secara optimal serta semakin menguatnya potensi ekonomi lokal dari sektor perikanan. Realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2006 mencapai 94,08 %.

3.
Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan 

Pelaksanaan Program Bidang ini dalam APBD 2006 dengan alokasi anggaran Rp. 2.001.746.550,- meliputi pengembangan industri rumah tangga dan penataan sektor industri. Pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu adalah terbentuknya industri rumah tangga yang kuat dan berbasis ke masyarakat dengan mengandalkan potensi ekonomi lokal serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2006 mencapai 95,77 %.

Disamping program dan kegiatan pada bidang-bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut diatas juga terdapat kebijakan Program Pembangunan Partisipatif Kecamatan maupun Program Pengembangan Kecamatan yang pada esensinya juga dimaksudkan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dimana dalam tahun 2006 dianggarkan sebesar  Rp. 600.000.000,- realisasi sampai akhir tahun 100 %.

IV.
Peningkaan Infrastruktur Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan program ini diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, terutama pada kawasan cepat tumbuh.

Alokasi anggaran untuk komponen ini dalam tahun 2006 sebesar Rp. 90.082.261.255,- realisasi sampai akhir tahun               95,17 %, yang meliputi bidang, sebagai berikut : 

1.
Bidang Pekerjaan Umum 

Pelaksanaan Program Bidang ini dalam APBD 2006 dengan alokasi anggaran Rp. 74.906.254.158,- meliputi rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan dan pengembangan fasilitas lalu lintas jalan serta fasilitas umum lainnya. Pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu tersedianya infrastruktur publik yang memadai meningkatnya pelayanan jasa publik serta mempertahankan sistem jaringan jalan yang telah dibangun. Realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2006 mencapai 82,25 %.

2.
Bidang Perhubungan 

Pelaksanaan Program Bidang ini dalam APBD 2006 dengan alokasi anggaran Rp. 5.882.596.238,- meliputi peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi. Pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai serta terbukanya akses transportasi antar wilayah. Realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2006 mencapai 98,12 %.

3.
Bidang Lingkungan Hidup 

Pelaksanaan Program Bidang ini dalam APBD 2006 dengan alokasi anggaran Rp. 1.540.924.348,- meliputi penataan kawasan pantai, pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan penataan ruang. Pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu terciptanya tata ruang kota yang tertib sesuai dengan perencanaan kota jangka panjang, tertatanya kawasan pantai yang terhindar dari bahaya abrasi dan kerusakan lingkungan. Realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2006 mencapai 94,71 %. 

4.
Bidang Kepariwisataan 

Pelaksanaan Program Bidang ini dalam APBD 2006 dengan alokasi anggaran Rp. 1.392.506.920,- meliputi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya, peningkatan pembangunan sarana prasarana pariwisata serta promosi dan pemasaran objek wisata. Pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu terjalinnya komunikasi dalam pengembangan industri pariwisata, terwujudnya infrastruktur wisata yang memadai dan meningkatnya pendapatan daerah serta dapat meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara. Realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2006 mencapai 101,29 %.

5.
Bidang Permukiman 

Pelaksanaan program bidang ini dalam APBD 2006 dengan alokasi anggaran Rp. 6.359.979.591,- meliputi peningkatan kualitas lingkungan dan pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan serta penyediaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran. Pencapaian kinerja yang diharapkan yaitu terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih serta meningkatnya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran. Realisasi fisik dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2006 mencapai 99,48 %.

V. 
Perencanaan Pembangunan Kota Baru

Disamping program prioritas yang cukup menonjol baik dibidang infra struktur maupun pelayanan publik sebagaimana tersebut diatas juga terdapat kebijakan program prioritas perencanaan pengembangan kota baru.

Alokasi anggaran untuk komponen ini dalam tahun 2006 sebesar Rp. 500.000.000,- yang diperuntukan bagi Perencanaan Umum dan Feseability Study Kawasan Kota Baru, khususnya pada penyusunan dokumen tata ruang spasial, realisasi sampai akhir tahun 100 %. 
Selain program dan kegiatan tahun anggaran 2006 yang bersumber dari APBD, juga perlu kami informasikan terdapat beberapa program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan sumber dana bantuan langsung lainnya, yang jumlah dan peruntukannya dapat kami uraikan sebagai berikut : 
1.
Dinas Pertanian

a.
Dana Bantuan Langsung APBN sebesar Rp. 260.000.000,- diperuntukan untuk Pengembangan agribisnis peternakan yang dilaksanakan di Kelurahan Togafo dan Kelurahan Kalumata, realisasi hingga akhir tahun 2006 mencapai  100 %. 

b.
Dana Bantuan Langsung APBN sebesar Rp. 124.750.000,- diperuntukan untuk Pembinaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dilaksanakan di pasar sayur dan pasar gamalama Kota Ternate, realisasi hingga akhir tahun 2006 mencapai 100  %. 

c.
Dana Bantuan Langsung APBN sebesar Rp. 80.000.000,- diperuntukan untuk Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan yang berlokasi di Kelurahan Tadenas, Kelurahan Moti Kota dan Kelurahan Sulamahada, realisasi hingga akhir tahun 2006 mencapai 100 %. 

2.
Dinas Pendidikan Nasional 
a.
Dana Basic Education Project (BEP) program peningkatan pendidikan dasar sebesar Rp. 150.000.000,- diperuntukan untuk monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan akhir kegiatan BEP, realisasi hingga akhir tahun 2006 mencapai 100 %.

b.
Dana Bantuan Langsung APBN Program Pendidikan Non Formal Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) sebesar Rp. 1.300.000.000,- diperuntukan untuk pengelolaan program PLS, penilik PLS, Tenaga lapangan Diknas dan Fasilitator intensif, realisasi hingga akhir tahun 2006 mencapai 100 %.
c.
Dana Bantuan Langsung APBN Program Imbal Swadaya Pembangunan Sarana dan Prasarana sebesar                Rp. 1.740.000.000,- diperuntukan untuk Pembangunan ruang kelas baru, ruang perpustakaan dan laboratorium IPA pada beberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, realisasi hingga akhir tahun 2006 mencapai 90,36 %.

d.
Dana Bantuan Langsung APBN Program Peningkatan Mutu Siswa sebesar Rp. 24.750.000,- diperuntukan untuk beasiswa bakat prestasi bagi 25 orang SD dan 35 siswa SMP, lomba olimpiade siswa dan porseni, realisasi hingga akhir tahun 2006 mencapai 100 %.

e.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler sebesar Rp. 7.599.229.000,- diperuntukan untuk peningkatan mutu siswa, transportasi siswa, kebutuhan kegiatan belajar-mengajar, peningkatan mutu guru, dan biaya operasional untuk kebutuhan habis pakai, realisasi hingga akhir tahun 2006 mencapai 100 %.

f.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Buku sebesar Rp. 974.200.000,- diperuntukan untuk pengadaan buku paket siswa, realisasi hingga akhir tahun 2006 mencapai 100 %.

g.
Dana Bantuan Unicef sebesar Rp. 731.332.800,- diperuntukan untuk pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kegiatan pelatihan SDM bidang pendidikan, dana operasional, sosialisasi dan orientasi, realisasi hingga akhir tahun 2006 mencapai 100 %.

3.
Dinas Kesehatan 

Dana Bantuan Langsung APBN Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 677.675.528,- diperuntukan untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) Askeskin, perbaikan gizi masyarakat, surveilance, kesehatan ibu dan anak, kesling serta kegiatan pelayanan kesehatan lainnya, realisasi hingga akhir tahun 2006 mencapai 100 %.

4.
Badan Kesejahteraan Pembangunan dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas)

Dana Bantuan Langsung APBN Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebesar Rp. 500.000.000,- diperuntukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pembangunan di tingkat Kecamatan, realisasi hingga akhir tahun 2006 mencapai 100 %.

5.
Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

Dana Bantuan Langsung APBN Program peningkatan dan kualitas produktivitas tenaga kerja sebesar Rp. 207.000.000,- diperuntukan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja Indonesia di Kota Ternate dilaksanakan di                5 (lima) Kelurahan yakni Kelurahan Moya, Kelurahan Jati, Kelurahan Ubo-ubo, Kelurahan Kayu Merah dan Kelurahan Tafure, realisasi hingga akhir tahun 2006 mencapai 100 %.

6.
Dinas Kelautan dan Perikanan 

Dana Bantuan Langsung APBN Program pengembangan ekonomi masyarakat pesisir sebesar Rp. 637.900.000,- diperuntukkan untuk bantuan kompensasi sosial kepada kelompok masyarakat pemanfaat (KMP) di Kota Ternate, yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pesisir  Ekonomi Mikro-Makro Mina (LEPP-M3). Kegiatan ini berupa bantuan alat-alat perikanan sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM, realisasi hingga akhir tahun 2006 mencapai 100 %.
BAB III.   RINGKASAN REALISASI APBD
3.1.
REALISASI PENDAPATAN DAERAH 
Dari target Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan sebesar Rp. 278.573.820.000,- maka sampai 31 Desember 2006 berhasil direalisir sebesar          Rp. 293.643.577.515,- mengalami kenaikan sebesar                    Rp. 15.069.757.516,- atau 105,41 %. Secara terperinci kondisi Realisasi Pendapatan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :   
a. 
Realisasi Kelompok Pendapatan Terhadap Total Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan sebesar Rp. 14.750.500.000,- sampai dengan 31 Desember 2006 direalisir sebesar Rp. 16.765.470.166,- atau 114 % dan memberikan kontribusi sebesar 5,71 % dari Total Pendapatan Daerah.

Dana Perimbangan yang ditetapkan sebesar                      Rp. 263.508.320.000,- direalisir sebesar Rp. 274.081.507.436,- atau 104 % dan memberikan kontribusi 93,34 % dari Total Pendapatan. 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp. 315.000.000,- direalisir sebesar                                           Rp. 2.796.599.913,- atau 888 % dan memberikan kontribusi 0,95 % dari Total Pendapatan Daerah.

b.
Realisasi Jenis Pendapatan Terhadap Kelompok Pendapatan

Dari Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar                 Rp. 16.765.470.166,- yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah memberikan gambaran sebagai berikut :

Pajak Daerah, dari target yang ditetapkan sebesar                          Rp. 5.250.000.000,-  direalisir sebesar Rp. 5.327.093.729,- atau 101 % dan memberikan kontribusi 31,77 % dari Pendapatan Asli Daerah. 
Retribusi Daerah, dari target sebesar Rp. 5.930.000.000,- direalisir sebesar Rp. 5.361.447.747,- atau 90,41 % dan memberikan kontribusi 31,98 % dari Pendapatan Asli Daerah.
Lain-lain PAD yang sah dari target sebesar                                Rp. 3.570.500.000,- direalisir sebesar Rp. 6.076.928.690,- atau 170,20 % dari target yang ditetapkan dan memberikan kontribusi 36,25 % dari Total Pendapatan Asli Daerah.

Selain Pendapatan Asli Daerah maka komponen Pendapatan Daerah Lainnya yaitu Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan yang memberikan sumbangan terbesar dari Total Pendapatan Daerah yang rinciannya sebagai  berikut :

Bagi Hasil Pajak dari target sebesar Rp. 29.841.320.000,- direalisir sebesar Rp. 38.118.201.889,- atau 128 % dan memberikan kontribusi 13,91% dari Dana Perimbangan.

Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari target sebesar                            Rp. 3.050.000.000,- direalisir sebesar Rp. 5.345.706.639,- atau 175,27 % dan memberikan kontribusi 1,95 % dari penerimaan Dana Perimbangan.

Dana Alokasi Umum yang merupakan komponen penerimaan terbesar dalam Dana Perimbangan direalisir sebesar                   Rp. 202.669.720.000,- dari target sebesar                                     Rp. 202.670.000.000,- atau 100 % dan memberikan kontribusi terbesar yaitu 73,95 % dari Total Penerimaan Dana Perimbangan. 
Dana Alokasi Khusus direalisir sebesar Rp. 24.839.675.000,- dari target yang ditetapkan Rp. 24.840.000.000,- dan memberikan kontribusi 9,06 % dari Penerimaan Dana Perimbangan.

Transfer Pemerintah Propinsi – Bagi Hasil Pajak Propinsi yang ditetapkan sebesar Rp. 3.107.000.000,-  direalisir sebesar              Rp. 3.108.203.908,- atau 100 %.
Lain-lain Pendapatan Yang Sah :

-
Asuransi Kesehatan dari target sebesar                                      Rp. 15.000.000,- direalisir sebesar Rp. 12.081.550,- atau     81 %.
-
PT. Taspen (Depam) direalisir sebesar Rp. 88.613.477,- dana tersebut dalam tahun ini tidak ditargetkan dan memberikan kontribusi 3,17 % dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah. 
-
Restritusi Pajak dari target sebesar Rp. 300.000.000,- direalisir sebesar Rp. 195.904.886,- atau 65,30 % dan memberikan kontribusi 7 % dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
-
Penerimaan Lain-lain dalam tahun ini adalah bantuan bencana alam, direalisir sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan memberikan kontribusi 89,39 % dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
c.
Realisasi Objek Pendapatan Terhadap Jenis Pendapatan

Jumlah Objek Pendapatan yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 5 jenis Pajak Daerah,              31 Jenis Retribusi Daerah dan 5 Jenis Lain-lain PAD Yang Sah. Kelima jenis Pajak Daerah tersebut kesemuanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Pajak Daerah. 

Dari kelima jenis pajak tersebut, maka :

-
Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi terbesar dari penerimaan Pajak Daerah yaitu 46,82 %. Hal ini dapat dilihat dari target sebesar Rp. 2.650.000.000,- berhasil direalisir sebesar Rp. 2.494.122.765,- atau 93,34 %.
-
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C direalisir sebesar Rp. 1.666.054.300,- atau 114,90 % dan memberikan kontribusi 31,28 % dari penerimaan Pajak Daerah.

-
Pajak Hotel dan Restoran dari target sebesar                          Rp. 615.000.000,- direalisir sebesar Rp. 674.098.969,- atau 110 % dan memberikan kontribusi 12,69 % dari penerimaan Pajak Daerah.

-
Pajak Hiburan direalisir sebesar Rp. 86.795.700,- dari target sebesar Rp. 100.000.000,- atau 86,80 % dan memberikan kontribusi 1,63 % dari penerimaan Pajak Daerah.

- 
Pajak Reklame dari target sebesar Rp. 435.000.000,- direalisir sebesar Rp. 406.021.995,- atau 93,34 % dan memberikan kontribusi 7,62 % dari penerimaan Pajak Daerah.

Sementara itu dari 31 Jenis Retribusi Daerah terdapat 12 jenis Retribusi yang pencapaian angka realisasinya diatas 100 % memberikan kontribusi sebesar 29,42 % dari penerimaan retribusi daerah, sedangkan sisanya direalisir kurang dari              100 %. Ke-12 jenis Retribusi Daerah tersebut adalah sebagai berikut : 

-
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dari target sebesar                       Rp. 550.000.000,- dapat direalisir sebesar                                   Rp. 552.099.194,- atau 100,38 %.
-
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan AKTE Catatan Sipil, dari target sebesar Rp. 325.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 413.543.000,- atau 127,24 %.

-
Retribusi Tempat Khusus Parkir, dari target sebesar                   Rp. 160.000.000,- dapat direalisir sebesar                                Rp. 184.724.000,- atau 115,45 %.

-
Retribusi Pengantian Biaya Cetak Bahan Penggandaan Barang/Jasa, dari target sebesar Rp. 110.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 134.025.000,- atau 121,84 %.

-
Retribusi Tanda Daftar Perusahaan, dari target sebesar             Rp. 85.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 88.475.000,- atau 104,09 %. 
-
Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, dari target sebesar Rp. 75.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 80.550.000,- atau 107,40 %. 
-
Retribusi Izin Usaha Pariwisata, dari target sebesar                  Rp. 30.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 30.700.000,- atau 102,33 %.
 

-
Retribusi Rumah Potong Hewan, dari target sebesar                  Rp. 30.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 30.012.500,- atau 100,04 %.
 

-
Retribusi Pemanfataan Kayu Olahan, dari target sebesar Rp. 20.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 21.062.500,- atau 105,31 %. 
-
Retribusi Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Ternak, dari target sebesar Rp. 20.000.000,- dapat direalisir sebesar              Rp. 20.151.500,- atau 100,76 %.
 

-
Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, dari target sebesar Rp. 5.000.000,- dapat direalisir sebesar                       Rp. 13.010.000,- atau 260,20 %.

-
Retribusi Angkutan Sewa, dari target sebesar                           Rp. 10.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 10.500.000,- atau 105 %.
 

Dari jenis Lain-lain PAD Yang Sah, maka penerimaan lain-lain memberikan sumbangan penerimaan terbesar yaitu                            Rp. 1.793.615.814,- atau 179,36 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan memberikan kontribusi 29,52 % dari penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah. 

Jasa Giro dari target Rp. 625.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 836.166.770,- atau 133,79 % dan memberikan kontribusi 13,76 % dari Lain-lain PAD Yang Sah.

Sumbangan Pihak Ketiga dari target Rp. 1.155.500.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 1.709.852.333,- atau 147,98 % dan memberikan kontribusi 28,14 % dari Lain-lain PAD Yang Sah. 
Bunga Deposito dari target Rp. 775.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 1.736.593.774,- atau 224,08 % dan memberikan kontribusi 28,58 % dari Lain-lain PAD Yang Sah. 

Selain Jenis Pendapatan Asli Daerah maka terdapat Jenis Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak Propinsi yang kontribusinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Dari jenis Bagi Hasil Pajak, maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memberikan sumbangan yang terbesar yaitu Rp. 33.619.696.066,- atau 131,99 % dari target                                    Rp. 25.471.320.000,- dan memberikan kontribusi 88,20 % dari Bagi Hasil Pajak.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target Rp. 2.060.000.000,- dapat direalisir sebesar                 Rp. 1.863.536.061,- atau 90,48 % dan memberikan kontribusi 4,89 % dari Bagi Hasil Pajak.
Pajak Penghasilan Pasal 21 dari target Rp. 2.310.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 2.634.969.762,- atau 114,07 % dan memberikan kontribusi 6,91 % dari Bagi Hasil Pajak.

Dari jenis Bagi Hasil Sumber Daya Alam, maka penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang ditargetkan sebesar Rp. 800.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 1.581.283.263,- atau 197,66 % dan memberikan kontribusi 29,58 % dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

Royalti dari target Rp. 2.000.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 3.463.543.536,- atau 173,18 % dan memberikan kontribusi 64,79 % dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

Bagi Hasil Perikanan dari target Rp. 250.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 300.879.840,- atau 120,35 % dan memberikan kontribusi 5,63 % dari Bagi Hasil Sumber Daya Alam.

d.
Realisasi Pendapatan Setiap Unit Organisasi Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah

Dari keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota, maka terdapat 12 Unit Kerja yang mengelola Pendapatan Asli Daerah.

Besarnya kontribusi dari masing-masing Unit Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1.
Sekretariat Daerah, dari target Rp. 265.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 166.258.950,- atau 62,74 %  dan memberikan kontribusi 0,99 % terhadap PAD.

2.
BPKD, dari target Rp. 8.512.500.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 11.228.211.369,- atau 131,90 % dan memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 66,97 %.
3.
Dinas Pertanian, dari target Rp. 60.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 78.822.550,- atau 131,37 % dan memberikan kontribusi 0,47 % terhadap PAD.

4.
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dari target Rp. 307.000.000,- dapat direalisir sebesar                 Rp. 268.475.000,- atau 87,45 %  dan memberikan kontribusi 1,60 % terhadap PAD.

5.
Dinas Kesehatan, dari target Rp. 500.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 377.237.830,- atau 75,45 % dan memberikan kontribusi 2,25 % terhadap PAD.

6.
Dinas Kebersihan dan Pemadam Kebakaran, dari target                          Rp. 1.185.000.000,- dapat direalisir sebesar                       Rp. 945.869.500,- atau 79,82 %  dan memberikan kontribusi 5,64 % terhadap PAD.

7.
Dinas PU dan Praskim, dari target Rp. 115.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 26.700.000,- atau 23,22 % dan memberikan kontribusi 0,16 % terhadap PAD.

8.
Dinas Tata Kota dan Pertamanan, dari target                          Rp. 550.000.000,- dapat direalisir sebesar                                  Rp. 552.099.194,- atau 100,38 % dan memberikan kontribusi 3,30 % terhadap PAD.

9.
Dinas Perhubungan, dari target Rp. 1.204.000.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 1.149.574.000,- atau 95,48 % dan memberikan kontribusi 6,86 % terhadap PAD.

10.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari target                                 Rp. 355.000.000,- dapat direalisir sebesar                               Rp. 420.994.500 atau 118,59 %  dan memberikan kontribusi 2,51 % terhadap PAD.

11.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari target                    Rp. 47.500.000,- dapat direalisir sebesar Rp. 47.439.120,- atau 99,87 % dan memberikan kontribusi 0,28 % terhadap PAD.

12.
Kantor Pengelola Pasar, dari target Rp. 1.500.000.000,- direalisir sebesar Rp. 1.490.778.153,- atau 99,39 % dan memberikan kontribusi 8,89 % terhadap PAD.
3.2.
REALISASI BELANJA DAERAH 
Dari komposisi Belanja Daerah dalam APBD tahun anggaran 2006 maka realisasi dari masing-masing komponen belanja dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Realisasi Kelompok Belanja Terhadap Total Belanja 


Jumlah Realisasi Belanja Administrasi Umum sebesar                        Rp. 114.660.860.827,- atau 41,27 % dari Total Belanja sebesar Rp. 277.847.438.407,-.
Jumlah Realisasi Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp. 51.323.833.272,- atau 18,47 % dari Total Belanja.

Jumlah Realisasi Belanja Modal sebesar                                  Rp. 88.835.469.878,- atau 31,97 % dari Total Belanja.

Jumlah Realisasi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 22.568.935.430,- atau 8,12 % dari Total Belanja.

Jumlah Realisasi Belanja Tidak Tersangka sebesar                         Rp. 458.339.000,- atau 0,17 % dari Total Belanja.

b.
Realisasi Jenis Belanja Terhadap Kelompok Belanja 

1.
Jumlah Realisasi Belanja Pegawai / Personalia sebesar                   Rp. 95.755.850.133,- atau 83,51 % dari Belanja Administrasi Umum sebesar Rp. 114.660.860.827,-.

Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar                                Rp. 12.317.978.848,- atau 10,74 % dari Belanja Administrasi Umum.


Jumlah Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar                             Rp. 3.254.945.325,- atau 2,84 % dari Belanja Administrasi Umum.


Jumlah Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar                         Rp. 3.332.086.521,- atau 2,91 % dari Belanja Administrasi Umum.

2.
Jumlah Realisasi Belanja Pegawai / Personalia sebesar                    Rp. 10.260.971.213,- atau 19,99 % dari Belanja Operasi dan Pemeliharaan sebesar Rp. 51.523.833.272,-.
Jumlah Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar                          Rp. 17.247.717.570,- atau 33,61 % dari Belanja Operasi dan Pemeliharaan.

Jumlah Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar                                Rp. 8.069.986.640,- atau 15,72 % dari Belanja Operasi dan Pemeliharaan.

Jumlah Realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar                                Rp. 15.745.157.849,- atau 30,68 % dari Belanja Operasi dan Pemeliharaan.

c.
Realisasi Objek Belanja Terhadap Jenis Belanja

1.
Jumlah Realisasi Biaya Gaji dan Tunjangan sebesar                             Rp. 81.263.553.235,- atau 76,65 % dari Belanja Pegawai / Personalia sebesar Rp. 106.016.821.346,-.
Jumlah Realisasi Biaya Perawatan dan Pengobatan sebesar Rp. 1.667.662.024,- atau 1,57 % dari Belanja Pegawai / Personalia.
Jumlah Realisasi Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 6.270.090.687,- atau 5,91 % dari Belanja Pegawai / Personalia. 
Jumlah Realisasi Honorarium / Upah sebesar                              Rp. 16.455.376.900,- atau 15,52 % dari Belanja Pegawai / Personalia.

Jumlah Realisasi Uang Lembur sebesar                                      Rp. 360.138.500,- atau 0,34 % dari Belanja Pegawai / Personalia.

2.
Jumlah Realisasi Biaya Bahan Pakai Habis sebesar                              Rp. 897.996.928,- atau 3,04 % dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 29.565.696.418,-.

Jumlah Realisasi Biaya Jasa Kantor sebesar                              Rp. 7.857.800.214,- atau 26,57 % dari Belanja Barang dan Jasa.


Jumlah Realisasi Biaya Cetak dan Penggandaan Keperluan Kantor sebesar Rp. 5.475.424.183,- atau 18,52 % dari Belanja Barang dan Jasa.


Jumlah Realisasi Biaya Sewa Kantor sebesar                             Rp. 372.662.665,- atau 1,26 % dari Belanja Barang dan Jasa.

Jumlah Realisasi Biaya Makan dan Minum sebesar                            Rp. 3.131.803.865,- atau 10,59 % dari Belanja Barang dan Jasa.


Jumlah Realisasi Biaya Pakaian Dinas sebesar                           Rp. 1.270.225.040,- atau 4,30 % dari Belanja Barang dan Jasa.


Jumlah Realisasi Biaya Bahan/Material sebesar                              Rp. 4.957.204.221,- atau 16,76 % dari Belanja Barang dan Jasa.

Jumlah Realisasi Biaya Jasa Pihak Ketiga sebesar                        Rp. 5.602.579.302,- atau 18,94 % dari Belanja Barang dan Jasa.

3.
Jumlah Realisasi Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung sebesar  Rp. 16.230.227.893,- atau 85,08 % dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 19.077.244.370,-.
Jumlah Realisasi Biaya Pemeliharaan Alat-alat Angkutan sebesar Rp. 2.296.142.971,- atau 12,03 % dari Belanja Pemeliharaan.
Jumlah Realisasi Biaya Pemeliharaan Alat-alat Kantor sebesar Rp. 330.085.500,- atau 1,73 % dari Belanja Pemeliharaan.

Jumlah Realisasi Biaya Pemeliharaan Hewan, Ternak dan Tanaman sebesar Rp. 220.788.000,- atau 1,16 % dari Belanja Pemeliharaan.

4.
Jumlah Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp. 18.139.072.385,- atau 20,42 % dari Belanja Modal sebesar Rp. 88.835.469.878,-.
Jumlah Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 13.259.067.250,- atau 14,93 % dari Belanja Modal.

Jumlah Realisasi Belanja Modal Lainnya sebesar                                 Rp. 57.437.330.243,- atau 64,65 % dari Belanja Modal.   

d.
Realisasi Belanja Setiap Unit Organisasi Terhadap Total Belanja 

Dari Total Belanja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2006 maka Alokasi Anggaran yang diserap oleh masing-masing Unit Kerja dapat diuraikan sebagai berikut :

- 
Unit Kerja yang menyerap belanja terbesar adalah Dinas PU dan Kimpraswil sebesar Rp. 55.997.751.915,- atau 20,15 % dari Total Belanja.

-
Sekretariat Daerah menyerap anggaran sebesar                      Rp. 49.993.491.758,- atau 17,99 % dari Total Belanja.
-
Dinas Pendidikan Nasional menyerap anggaran sebesar                          Rp. 22.920.790.953,- atau 8,25 % dari Total Belanja.

-
Dinas Kesehatan menyerap anggaran sebesar                        Rp. 15.353.973.380,- atau 5,53 % dari Total Belanja.

-
Cabang Dinas Diknas Kecamatan Ternate Selatan menyerap anggaran sebesar Rp. 10.334.748.760,- atau 3,71 % dari Total Belanja.

-
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyerap anggaran sebesar Rp. 10.883.091.352,- atau 3,92 % dari Total Belanja.

-
Sekretariat DPRD Kota Ternate menyerap anggaran sebesar Rp. 9.939.289.691,- atau 3,58 % dari Total Belanja.

Sedangkan sebanyak 55 Pengguna Anggaran lainnya menyerap dana dibawah 3 % dari Total Belanja.
3.3. REALISASI PEMBIAYAAN
Realisasi Pembiayaan yang meliputi elemen Penerimaan Daerah dan elemen Pengeluaran Daerah. Untuk elemen Penerimaan Daerah dalam tahun anggaran 2006 terdapat realisasi sebesar Rp. 25.930.556.690,- yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Sedangkan elemen Pengeluaran Daerah yaitu berupa Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Maluku sebesar Rp. 500.000.000,- dan PD. Citra Gamalama sebesar Rp. 250.000.000,-. Dengan memperhitungkan pelampauan target pendapatan, efisiensi pengeluaran dan adanya kegiatan yang belum diselesaikan dalam tahun 2006 yang akan dilanjutkan pada tahun 2007, maka dapat ditetapkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2006 sebesar    Rp. 40.976.695.798,-.  
Dari rasio-rasio keuangan tersebut diatas, apabila kita mengukur Likuiditas Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2006 dengan menggunakan Current Ratio (Rasio Lancar), yaitu membandingkan antara Current Asset (Harta Lancar) dan Current Liability (Hutang Lancar). Dimana Harta Lancar sebesar Rp. 40.976.695.798,- dan tidak terdapat Hutang Lancar. Maka dengan demikian Likuiditas Keuangan Pemerintah Kota Ternate dapat dikategorikan dalam kondisi “Sangat Likuid” (sangat sehat). Artinya Pemerintah Kota Ternate tidak memiliki Hutang kepada pihak ketiga manapun bahkan Pemerintah memiliki Harta Lancar yang mampu memberikan pelayanan bagi penyelenggaran pemerintahan di bidang aparatur maupun pelayanan publik.
BAB IV.    PENUTUP
Demikian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, yang pada esensinya merupakan Nota Perhitungan yang memuat tentang kinerja keuangan daerah dan ringkasan realisasi APBD, yang disajikan dalam laporan perhitungan APBD, dimana secara normatif untuk pertama kalinya dalam tahun 2007 ini diajukan ke Dewan setelah selesai diperika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dilakukan dari tanggal 24 Februari sampai dengan 04 April 2007.

Dengan demikian kita semua patut bersyukur dan berharap sebuah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, yang telah diaudit oleh institusi pemeriksa yang berkompeten, akan memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi, baik pada aspek realiasi keuangan maupun fisiknya dari program dan kegiatan. Karena dari hasil pemeriksaan BPK dimaksud tidak terdapat temuan yang mendasar, hanya terjadi kekeliruan mem-posting beberapa perkiraan ke dalam Neraca, dan hal ini telah dilakukan jurnal adjusment atau koreksi oleh tim BPK bersama BPKD. 
Namun demikian sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban politis, laporan ini harus tetap disampaikan kepada Dewan yang terhormat, terutama terkait dengan tugas dan fungsi Dewan dalam melaksanakan kontrol kepada eksekutif.  
Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan kebesaran jiwa, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan yang terhormat untuk menilai dan mengkaji lebih lanjut laporan ini.


Kami yakin dan percaya, Dewan yang terhormat, dapat menyikapi laporan ini dengan penuh kearifan sekaligus memberikan solusi-solusi konstruktif yang dapat dijadikan referensi dan masukan bagi pihak eksekutif dalam memperbaiki kinerja pelaksanaan APBD            1 (satu) tahun kedepan.


Untuk itu semua, Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Dewan yang terhormat atas sikap pro-aktifnya setiap saat bersama kami dalam melaksanakan agenda konstitusional dalam nuansa kemitraan serta dalam suasana kebersamaan. Terima kasih dan penghargaan yang sama, Saya sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat dan warga kota yang saya cintai serta rekan-rekan pers dan media massa yang telah turut melaksanakan fungsi kontrol sosialnya, terhadap pelaksanaan APBD selama 1 (satu) tahun anggaran, termasuk kalangan LSM peduli rakyat yang telah menunjukkan fokus perhatian yang cukup besar terhadap pelaksanaan APBD di Kota Ternate, Saya dan seluruh jajaran Pemerintah Kota tetap membuka diri untuk menerima berbagai saran dan masukan yang konstruktif.
Mengakhiri Laporan Pertanggungjawaban ini sudah tentu kita akan menemukan berbagai catatan yang menyertai perjalanan penyelenggaraan pemerintahan selama kurun waktu satu tahun. Tentunya terdapat catatan-catatan keberhasilan dan kekurangan, namun secara pribadi saya mau menyatakan bahwa kalau itu merupakan catatan keberhasilan maka semuanya merupakan hasil kerja kita bersama, hasil kerja dari para Anggota Dewan yang Terhormat dan seluruh Staf pada Jajaran Pemerintah Kota,                 Para Camat, Lurah bahkan semua warga Kota yang berada di             Pulau Ternate, Pulau Hiri, Pulau Moti dan Batang Dua, dan apabila terdapat kekurangan dan kegagalan maka semuanya terpikul kepada Saya. Saya yang dititipkan amanah oleh Allah SWT adalah manusia dhaif yang tidak luput dari kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan. Sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Allah. Saya berharap kiranya curahan rahmat kesempurnaan dari Allah akan selalu menyertai perjalanan Saya yang memasuki tahun kedua dari periode kedua kepemimpinan Saya selaku Walikota Ternate yang dipilih langsung oleh rakyat. 
Tentunya telah menjadi komitmen Saya bersama Saudara Saya Drs. H. Amas Dinsie untuk terus melakukan berbagai kebijakan prioritas dalam sisa masa jabatan kami, sebagaimana tercermin dalam Visi, Misi dan Panca Program. Oleh karena itu, Saya sangat mengharapkan Panca Program dan Visi yang telah kami gariskan bukan saja menjadi milik dan visi Saya bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah, tetapi harus menjadi milik dan visi bersama.

Dengan demikian akan menjadi modal utama dan sumber kekuatan bahkan menjadi sebuah gerakan bersama dalam semboyan Ternate Kubangun, Ternate Kujaga dan Ternate Kupelihara dan hal ini sejalan dengan paradigma menjadikan Ternate Untuk Semua Orang.

Kiranya Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu mempererat persatuan, menjalin silatuhrahmi dan mewujudkan persaudaraan sesama warga serta hidup dalam penuh kedamaian, yang dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan. Semoga kita tetap berada dalam bimbingan dan petunjuk-Nya dalam mengemban amanah rakyat yang dibebankan kepada kita bersama.   
Wabillahitaufik Walhidayah,
Wassalamualaikum Wr.Wb.


Ternate, 18 Mei 2007

WALIKOTA TERNATE


Drs. H. SYAMSIR ANDILI
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